
 
 

WALIKOTA  TANJUNGPINANG 
 

PERATURAN  WALIKOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR  10  TAHUN 2013 

TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  

PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2013 

 
WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemrintah Nomor 37 Tahun 

2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur mengenai 

rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 

Anggaran 2013, dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  

Tanjungpinang  Tahun  Anggaran 2013 tanggal  6 Pebruari  2013; 

c. bahwa sehubungan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang belum 

menyediakan rumah jabatan / dinas untuk Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, maka 

berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut pada huruf 

a di atas, diberikan tunjangan perumahanTahun Anggaran 2013; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dan c, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Tanjungpinang; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas  Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5043); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007  

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4712); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

16. Peraturan Daerah  Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor  4 ); 

17. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun  

Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 

Nomor 4); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2013 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Walikota ini  dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang. 



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Kepala 

Daerah berserta perangkat daerah lainnya; 

3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Tanjungpinang yang selanjutnya disebut DPRD; 

5. Tunjangan Perumahan adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam  Pemerintah Daerah belum dapat 

menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 

 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal  2 
 

1. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan  setiap  bulan,   

masing-masing sebesar  : 

a. Ketua : Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)  

b. Wakil Ketua : Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) 

c. Anggota : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)  

 

2. Tunjangan Perumahan sebagaimana tersebut ayat (1) sudah termasuk pajak. 

 
Pasal  3 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada APBD Kota 

Tanjungpinang melalui Pos Anggaran Belanja DPRD. 

 

Pasal  4 
Tata Cara dan prosedur pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 

2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhitung sejak bulan 

Januari 2013. 

 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

Tanjungpinang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjunpinang. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal     15 Maret  2013 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA, 

 
 

                  ttd 
 

 
Dr. H. SYAFRIAL EVI. MS, S.Sos,MM 
 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 NOMOR  

Ditetapkan di Tanjungpinang 
pada tanggal    15 Maret  2013 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
 

                         ttd 
 
 

      H. LIS DARMANSYAH, SH 
 


